PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 3018 TENTANG | s

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR } %42 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKBPJAAN

Menimbang

WILAYAH | PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA =

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Guberhur '%mcﬁ 45 e
Tahun 2018 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan"-_f__;;.'_
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata- Kerja Umt_;
Pelaksana  Teknis  Pengawasan - Ketenag&kerjaan'";_'._: =y

Wilayal I Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa dalam rangka efisiensi dan - efekﬁvztag_':_j_
pelaksanaan tugas dan fungsi di :b'idaﬁﬁ pengaw’sﬁfasa.a‘z'_-" o |

ketenagakerjaan, perlu dilakukan evaluas:t ierhadapz;;_”--;:_:::_g-
Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakeijaan cocdnai

Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa  berdasarkan pertm’bangan sebagazmanag_:_-
dimaksud dalam huruf b, maka Unit Pelaksana Teknis - ¢
Pengawasan Ketenagakerjaan Wﬂayah I Pre:)mnszf;___ _'
Kalimantan Barat yang telah dibentuk berdasarkaﬁ o i
Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 Derluf s e

dicabut;

bahwa  berdasarkan pertimbarigarz'” séﬁagéirﬁéiié{f}_-
dimaksud dalam huruf a, buruf b, dan huruf ¢, perlu- =~
menetapkan Peraturan Gubernur tertang Pencabutan i
Peraturan ‘Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 ientang-ff'

Pembentukan, Susunan- Grgamsasn, Tugas dan Fungs

serta Tata Kerja Unit Pelaksana T@kms Pe:ﬁgawafsan :

Ketenagakerjaan Wilayah I Provirisi Kahmantan Barat

A N SRR ANGILAT DEERAN N . e i FE o
AR PRRANGILAT DAERAT ASTETEN I SR :
BN SEIHATAREA .




Mengingat

.-

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 'ﬁé'gara' o |

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 téﬁ‘ééﬂg:f- G

Pembentukan Daerah-Daerah Otonorn Provinsi

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan darn Kahmantan"_ﬁ
Timur (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun R
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran N@gﬁia Pepubhk e

Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa’“atm s

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik ‘Indonesia .

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara'_: S

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang R
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk_:jif"_'_ S
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran =~ . =
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana =~
telah diubah beberapa kali dan - terakhir dengan_ e
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta. .=
Kerja {(Lembaran Negara Republik ITridonesia Tahun2020 « -
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk.i"-_ﬁ._ En

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun- 2016 tentang_.f'._':; St
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Rept:tbhk Indonesm_;f‘- SR
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negaiai;‘ el
Republik Indonesia Nomor 5887)- Sebagazmana telah -
diubah dengan Peraturan Pemerintali Nomor 72 Tahun .
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan: Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang: Perangkat Daerah]f_-i'-”'-_' e
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 - = -
Nomeor 187, Tambahan Lembaran Neg&ua Repubhk:-. e

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang-'_ﬂ.‘_

Pengawasan Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor-lz 'I‘ahun 201’?’ S
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi. Ca‘bang BN BT
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Bemta Negara';;f- L

Republik Indonesia Tahun 2017 I\Eomor 451)

Peraturan. Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang" T
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 000
Kalimantan —Barat (Lembaran - Daerah - Provinsi™
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8; Tambahan = =
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor. 6y i
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir == -
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang .
Perubshan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 =
Tahun 2016 tentang Pernbentulkan - dan”: Susunan-”..'ﬁ_ R
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. (Lembaran e
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun: 2021 Nomor = 0
5, Tambahan Lembaran Daerah Fremnsz Kahmantaﬁ SR

Barat Nomor 5);
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9. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2021 tentang:'_.; |
Kedudukan, Susunan Organisasi,- Tugas dan Fung&u SERR RES
serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmlgrasz i
Provinsi Kalimantan Barat (Beérita Daerah- Pr0v1n51 '_:} %
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 118); :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR  TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 ~TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS'-._'5'3;::_-_f'-_i‘-
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA?}} Sl
TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH 1*_-';-3' |
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, '

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan;_".'_ :_
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit" Pelaksana Tekms__::: :_
Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Kalimantan ' Barat (Berri,a_;_'?:-__g_i
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 45) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan sebagai bemkut : B Ry

1. Tugas dan fungsi serta tata kerja Unit P@Ial«:sana Telmls Pengawasan o
Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat dﬂaksanakan clehf':-f )
perangkat daerah vang melaksanakan urusan di bzdang t&naga kerga dai'"'
transmigrasi, serta Unit Pelaksana Teknis Laboratonum Kesehatan Ker_]a_': s
Provinsi Kalimantan Barat; ' s

2. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada. Unlt Pelaksa.na Tekms"f‘f_._'f i
Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi. Kahmani:an Barat tetap-_;;_' L
melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari. Pe;abat}’?’". i
Pembina Kepegawaian; dan _ P

3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pembxayaan pera}atan dan"g____' 2
dokumen yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Peﬁgawasanf':}_* Ve
Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat menjadi tanggung}.'}f:"f-::'."'__'_
jawab perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bzdang tenaga ker.]ai'-_if' i
dan transmigrasi, serta Unit Pelaksana Teknis Labora‘tormm I&esehaianf_- o ': _'
Kerja Provinsi Kalimantan Barat. RO : SN
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KR PEMRABAREA
i

SR

ABISTEN § SERDTA




-4 -

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangaﬂ Pera‘tmanf_:_-_f'
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita: Daerah Provms:t-'."'_-f

Kalimantan Barat.

Ditetapkan di - Pontlanak __
pada tanggal & afE@M? ey

MGZUBERNUR K_ALIMANTAN BARAT

Diundanglkan di Pontianak
pada tanggal ® WKa¥ 2e q

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PR pVINSI KALIMANTAN BARAT,

X

\MUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR (@&




